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Abstrac. This research evaluates the effectiveness of citizenship legislation in Indonesia, focusing on Law No. 12 

of 2006. The background of this study is based on the importance of protecting citizenship rights within the context 

of evolving social and political dynamics. The aim of the research is to identify discrepancies between regulations 

and practices, as well as to analyze the impact of policies on social integration and the protection of individual 

rights. The methodology employed is normative legal analysis, which includes legislative, conceptual, and 

comparative approaches, along with data collection through literature review and interviews with legal experts. 

The findings indicate that although Law No. 12 of 2006 has brought positive changes, the implementation of 

policies still faces challenges such as inconsistency and administrative obstacles. The implications of this research 

highlight the need for reforms in citizenship policy that are fairer and more responsive, which can enhance the 

protection of individual rights and create a more inclusive system for all citizens. 

Keywords: Citizenship Rights, Government Policy, Legal Evaluation, Law No. 12 of 2006, Social Integration, 

Human Rights, Policy Reform. 

Abstrak. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan mengenai kewarganegaraan di 

Indonesia, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Latar belakang penelitian ini didasari oleh 

pentingnya perlindungan hak kewarganegaraan dalam konteks dinamika sosial dan politik yang terus berkembang. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik serta menganalisis 

dampak kebijakan terhadap integrasi sosial dan perlindungan hak individu. Metode yang digunakan adalah 

analisis yuridis normatif, yang meliputi pendekatan undang-undang, konseptual, dan komparatif, serta 

pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara dengan pakar hukum. Temuan penelitian menunjukkan 

bahwa meskipun UU No. 12 Tahun 2006 membawa perubahan positif, implementasi kebijakan masih menghadapi 

tantangan, seperti inkonsistensi dan hambatan administratif. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya 

reformasi kebijakan kewarganegaraan yang lebih adil dan responsif, yang dapat meningkatkan perlindungan hak-

hak individu dan menciptakan sistem yang lebih inklusif bagi seluruh warga negara. 

Kata kunci: Hak Kewarganegaraan, Kebijakan Pemerintah, Evaluasi Hukum, UU No. 12 Tahun 2006, Integrasi 

Sosial, Hak Asasi Manusia, Reformasi Kebijakan. 

 

1. LATAR BELAKANG 

Hak kewarganegaraan merupakan elemen kunci dalam struktur hukum dan sosial 

sebuah negara. Hak ini menentukan hubungan antara individu dan negara, mencakup hak 

dan kewajiban yang berkaitan dengan status sebagai warga negara. Di Indonesia, 
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kewarganegaraan tidak hanya menghubungkan individu dengan identitas hukum nasional 

tetapi juga mempengaruhi hak-hak politik, sosial, dan ekonomi mereka. Sejak Indonesia 

merdeka pada tahun 1945, sistem hukum kewarganegaraan telah mengalami berbagai 

perubahan dan pembaruan untuk mencerminkan dinamika sosial dan politik yang 

berkembang. 

Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU No. 12 Tahun 2006) 

adalah regulasi utama yang mengatur tentang kewarganegaraan di Indonesia. UU ini 

menggantikan UU No. 62 Tahun 1958 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan 

dan perkembangan zaman. Undang-Undang ini mengatur tentang kriteria kewarganegaraan, 

proses pemberian kewarganegaraan, serta hak dan kewajiban warga negara. Namun, 

meskipun peraturan ini dirancang untuk menjadi landasan hukum yang jelas dan 

komprehensif, implementasinya sering kali menimbulkan berbagai tantangan. 

Salah satu isu utama dalam penerapan UU Kewarganegaraan adalah ketidaksesuaian 

antara regulasi dan praktik di lapangan. Dalam beberapa kasus, terdapat ketidakselarasan 

antara apa yang diatur dalam undang-undang dan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan 

dalam praktik administratif. Misalnya, proses naturalisasi bagi warga negara asing yang 

ingin menjadi warga negara Indonesia sering kali menghadapi hambatan administratif yang 

kompleks dan memakan waktu (Harsono.S, 2018). Selain itu, terdapat juga tantangan dalam 

memastikan bahwa semua individu yang memenuhi syarat kewarganegaraan mendapatkan 

hak-hak yang sesuai tanpa diskriminasi (Sihombing.H, 2020). 

Masalah ini semakin rumit mengingat keberagaman etnis dan budaya Indonesia. 

Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 300 kelompok etnis dan bahasa yang 

berbeda (Tim Peneliti BPS, 2023). Keragaman ini menambah kompleksitas dalam 

merumuskan kebijakan kewarganegaraan yang adil dan inklusif. Kebijakan 

kewarganegaraan harus mampu menjawab tantangan integrasi sosial dalam konteks 

keragaman ini sambil memastikan perlindungan hak-hak individu yang setara. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas peraturan perundang-

undangan kewarganegaraan di Indonesia dan dampaknya terhadap kebijakan pemerintah 

serta masyarakat. Fokus utama adalah pada identifikasi ketidaksesuaian antara regulasi dan 

praktik serta analisis terhadap bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi integrasi sosial 

dan perlindungan hak-hak individu. Melalui metode analisis dokumen, wawancara dengan 

pakar hukum, dan studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi 
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yang konstruktif untuk reformasi kebijakan kewarganegaraan yang lebih adil dan responsif 

terhadap dinamika sosial yang ada. 

Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, 

inklusivitas, dan kesetaraan dalam merumuskan kebijakan kewarganegaraan. Reformasi 

yang berbasis pada evaluasi mendalam terhadap peraturan yang ada diharapkan dapat 

mengatasi ketidaksesuaian yang ada dan memberikan dasar bagi kebijakan yang lebih 

efektif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap 

pengembangan sistem hukum kewarganegaraan di Indonesia dan memfasilitasi reformasi 

yang diperlukan untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan adil bagi seluruh warga 

negara. 

 

2. KAJIAN TEORITIS 

 Kajian teoritis dalam penelitian ini berfokus pada beberapa teori yang relevan dengan 

topik kewarganegaraan dan hak asasi manusia. Teori-teori ini memberikan landasan untuk 

memahami dinamika kebijakan kewarganegaraan di Indonesia serta implikasinya terhadap 

perlindungan hak individu. 

1. Teori Kewarganegaraan: Teori ini menjelaskan konsep kewarganegaraan sebagai 

status hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada individu dalam suatu 

negara. Kewarganegaraan tidak hanya mencakup hak politik, tetapi juga hak sosial dan 

ekonomi. Dalam konteks Indonesia, UU No. 12 Tahun 2006 mengatur tentang hak dan 

kewajiban warga negara, serta proses naturalisasi bagi warga asing. Teori ini mendasari 

pemahaman tentang bagaimana kebijakan kewarganegaraan dapat mempengaruhi 

integrasi sosial dan partisipasi politik. 

2. Teori Hak Asasi Manusia: Teori ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak-

hak dasar yang harus dilindungi oleh negara. Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan. Dalam 

penelitian ini, teori hak asasi manusia menjadi penting untuk mengevaluasi sejauh mana 

kebijakan kewarganegaraan di Indonesia memenuhi standar internasional dalam 

perlindungan hak individu, terutama bagi kelompok rentan. 

3. Teori Keadilan Sosial: Teori ini berfokus pada distribusi yang adil dari sumber daya 

dan kesempatan dalam masyarakat. Dalam konteks kebijakan kewarganegaraan, teori 

ini relevan untuk menganalisis bagaimana kebijakan tersebut dapat menciptakan 

kesetaraan dan inklusivitas bagi semua warga negara. Penelitian ini berupaya untuk 
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mengevaluasi apakah kebijakan kewarganegaraan di Indonesia sudah mencerminkan 

prinsip keadilan sosial. 

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini antara lain: 

Sihombing (2020) dalam penelitiannya tentang kebijakan kewarganegaraan dan hak asasi 

manusia menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam perlindungan hak 

kewarganegaraan, masih terdapat celah dalam implementasi yang perlu diperbaiki. Penelitian 

ini memberikan dasar bagi analisis lebih lanjut mengenai tantangan yang dihadapi dalam 

kebijakan kewarganegaraan di Indonesia. 

Zuhro (2016) membahas kewarganegaraan dalam konteks multikulturalisme, menyoroti 

pentingnya pengakuan terhadap keragaman dalam kebijakan kewarganegaraan. Penelitian ini 

relevan untuk memahami bagaimana kebijakan dapat diadaptasi untuk mencakup berbagai 

kelompok etnis dan budaya di Indonesia. 

Nasoha (2014) melakukan analisis terhadap wewenang Polri dalam penanggulangan 

tindak pidana terorisme, yang juga menyentuh aspek kewarganegaraan dan hak asasi manusia. 

Penelitian ini memberikan perspektif tambahan tentang bagaimana kebijakan keamanan dapat 

mempengaruhi hak kewarganegaraan. 

Melalui kajian teoritis ini, penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi 

signifikan terhadap pengembangan sistem hukum kewarganegaraan di Indonesia, dengan 

harapan dapat mendorong reformasi yang lebih inklusif dan adil. Hipotesis yang mendasari 

penelitian ini adalah bahwa kebijakan kewarganegaraan yang ada saat ini masih memiliki celah 

dalam perlindungan hak-hak individu, terutama bagi kelompok rentan, dan memerlukan 

reformasi untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk mengevaluasi 

peraturan perundang-undangan mengenai hak kewarganegaraan di Indonesia (Mamudji, 2011, 

pp. 14-16). Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap 

norma-norma hukum tertulis yang mengatur kewarganegaraan dan kebijakan pemerintah 

dalam mengimplementasikan peraturan tersebut. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual 

(conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). 

1. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), digunakan untuk menganalisis 

berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewarganegaraan di 
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Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 

serta peraturan lain yang terkait (Marzuki, 2010, pp. 93-95). Penelitian ini akan 

meninjau bagaimana ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan 

tersebut memberikan jaminan terhadap hak-hak kewarganegaraan warga negara 

Indonesia. 

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), digunakan untuk memahami konsep 

kewarganegaraan secara teoritis, baik dalam konteks hukum nasional maupun hukum 

internasional. Dalam penelitian ini, konsep-konsep seperti kewarganegaraan, hak-hak 

asasi manusia, dwi kewarganegaraan, dan kewarganegaraan asing akan dikaji untuk 

memahami dinamika yang melandasi kebijakan kewarganegaraan di Indonesia. 

3. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach) (Nasoha, 2014), dilakukan dengan 

membandingkan peraturan kewarganegaraan di Indonesia dengan peraturan di negara 

lain yang memiliki sistem hukum serupa. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi 

kelebihan dan kekurangan dari peraturan yang ada, serta mengambil pelajaran dari 

praktik internasional terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia (Thohari, 2017, pp. 47-

49). 

Teknik Pengumpulan Data, data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data 

primer dan data sekunder. Data primer mencakup peraturan perundang-undangan, sedangkan 

data sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen-

dokumen resmi lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi 

pustaka (library research), yang melibatkan pengumpulan, pengklasifikasian, dan analisis 

sumber-sumber hukum tertulis. 

Analisis Data, data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu 

dengan menggambarkan, mengkaji, dan mengevaluasi isi dari peraturan perundang-undangan 

serta kebijakan pemerintah yang berlaku. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh 

gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan hak kewarganegaraan di Indonesia serta 

evaluasi terhadap implementasi kebijakan pemerintah dalam hal ini. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia 
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 

merupakan landasan hukum utama yang mengatur status kewarganegaraan di Indonesia. UU 

ini menggantikan UU No. 62 Tahun 1958 dan mencerminkan upaya untuk menyesuaikan 

regulasi kewarganegaraan dengan perkembangan zaman serta memenuhi standar hak asasi 

manusia internasional. Salah satu inovasi penting dalam UU ini adalah pengakuan atas 

kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran 

antara WNI dan WNA, yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit (Indonesia, 2006).  

Namun, meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 membawa banyak perubahan 

positif, ada beberapa kritik yang muncul terkait pelaksanaannya. Salah satu isu utama adalah 

masih adanya ketidakpastian hukum terkait prosedur administrasi dalam pengajuan status 

kewarganegaraan, terutama bagi mereka yang ingin mengajukan kewarganegaraan melalui 

proses naturalisasi. Selain itu, mekanisme pengawasan dan pelaksanaan kebijakan 

kewarganegaraan yang efektif juga sering dianggap kurang memadai (Kusumaatmadja, 1990, 

pp. 45-46). 

2. Kebijakan Pemerintah dalam Implementasi Hak Kewarganegaraan 

Kebijakan pemerintah terkait kewarganegaraan seringkali dipengaruhi oleh dinamika 

politik, sosial, dan ekonomi. Misalnya, dalam konteks kewarganegaraan ganda, pemerintah 

Indonesia pada awalnya bersikap sangat hati-hati karena khawatir terhadap potensi ancaman 

terhadap integritas nasional. Namun, dengan semakin banyaknya WNI yang tinggal di luar 

negeri, kebijakan tersebut mulai mengalami pelonggaran, meskipun masih dalam batas-batas 

yang sangat ketat (Zuhro, 2016). 

Di sisi lain, kebijakan terkait pemberian kewarganegaraan kepada warga asing yang 

memiliki kontribusi besar terhadap negara juga mulai diatur secara lebih jelas. Melalui 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, 

Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, pemerintah 

memberikan panduan yang lebih rinci mengenai proses dan persyaratan naturalisasi. Namun, 

implementasi kebijakan ini sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam hal transparansi 

dan konsistensi pelaksanaan di lapangan (Indonesia, 2007). 

3. Evaluasi Terhadap Kepatuhan Terhadap Prinsip Hak Asasi Manusia 

Dalam konteks hak asasi manusia, kewarganegaraan dianggap sebagai hak dasar yang 

harus dijamin oleh setiap negara. Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 

menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memiliki kewarganegaraan dan tidak 

boleh dilucuti dari kewarganegaraannya secara sewenang-wenang. Implementasi kebijakan 
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kewarganegaraan di Indonesia, sejauh ini, berusaha untuk mematuhi prinsip ini, namun masih 

ada beberapa kasus di mana hak-hak kewarganegaraan seseorang dipertanyakan, terutama 

dalam situasi statelessness (kewarganegaraan yang tidak jelas) yang dapat terjadi karena 

masalah administrasi atau konflik hukum (Indonesia, 2007). 

Misalnya, kebijakan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak dari perkawinan campuran 

memberikan solusi terhadap potensi statelessness, namun hanya bersifat sementara hingga 

anak tersebut mencapai usia dewasa. Pada saat itu, anak harus memilih salah satu 

kewarganegaraan, yang dapat menimbulkan dilema dan kerugian tertentu (Indonesia, 2007). 

Selain itu, peraturan perundang-undangan ini juga belum sepenuhnya menyelesaikan 

masalah yang dialami oleh kelompok minoritas tertentu yang kesulitan mendapatkan 

kewarganegaraan karena berbagai alasan administratif atau diskriminasi de facto (Indonesia, 

2007). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada komitmen yang kuat untuk melindungi hak 

kewarganegaraan, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa kebijakan 

tersebut benar-benar inklusif dan adil bagi semua pihak. 

4. Perbandingan dengan Praktik Kewarganegaraan di Negara Lain 

Sebagai bagian dari evaluasi, penting untuk membandingkan kebijakan kewarganegaraan 

di Indonesia dengan negara lain yang memiliki situasi serupa. Misalnya, Malaysia dan 

Singapura, sebagai negara tetangga, juga menghadapi tantangan dalam mengatur 

kewarganegaraan ganda dan naturalisasi. Namun, pendekatan yang diambil oleh kedua negara 

ini cenderung lebih restriktif, dengan pembatasan yang lebih ketat terhadap kewarganegaraan 

ganda dan naturalisasi (Indonesia, 2007). 

Di sisi lain, negara-negara seperti Amerika Serikat dan Kanada memiliki kebijakan 

kewarganegaraan yang lebih longgar dan inklusif, memungkinkan imigran untuk 

mempertahankan kewarganegaraan asal mereka sambil memperoleh kewarganegaraan baru. 

Perbandingan ini menunjukkan bahwa kebijakan kewarganegaraan di Indonesia masih berada 

di antara pendekatan yang restriktif dan liberal, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-

masing (Lilich, 1984). 

5. Rekomendasi untuk Reformasi Kebijakan Kewarganegaraan 

Berdasarkan analisis di atas, ada beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk 

reformasi kebijakan kewarganegaraan di Indonesia: 

a) Penguatan Mekanisme Administrasi dan Pengawasan: Perlu ada peningkatan dalam hal 

mekanisme administrasi untuk memastikan bahwa prosedur pengajuan 

kewarganegaraan lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. 
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b) Penyempurnaan Regulasi Terkait Kewarganegaraan Ganda: Mengingat kompleksitas 

situasi global, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk lebih melonggarkan 

kebijakan kewarganegaraan ganda, dengan tetap menjaga kepentingan nasional. 

c) Inklusi Kelompok Rentan: Kebijakan kewarganegaraan harus lebih inklusif terhadap 

kelompok-kelompok rentan, termasuk mereka yang mengalami kesulitan administratif 

dalam memperoleh kewarganegaraan. 

Dengan reformasi ini, diharapkan kebijakan kewarganegaraan di Indonesia dapat lebih 

sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia internasional, sekaligus menjawab 

kebutuhan masyarakat dalam konteks globalisasi saat ini. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan 

kewarganegaraan di Indonesia telah mengalami perbaikan, masih terdapat celah signifikan 

dalam perlindungan hak-hak kewarganegaraan, terutama bagi kelompok rentan. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sering kali tidak konsisten dan menghadapi 

tantangan dalam hal transparansi dan inklusivitas. Reformasi kebijakan yang lebih inklusif dan 

peningkatan mekanisme pengawasan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua warga 

negara dapat menikmati hak-hak mereka secara adil. Penelitian ini juga mengidentifikasi 

bahwa pendekatan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat 

akan meningkatkan efektivitas kebijakan kewarganegaraan. Keterbatasan penelitian ini terletak 

pada fokus yang terbatas pada aspek regulasi dan implementasi, sehingga penelitian lebih lanjut 

disarankan untuk mengeksplorasi dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan kewarganegaraan 

serta pengalaman kelompok-kelompok rentan dalam konteks ini. Rekomendasi untuk 

penelitian mendatang mencakup analisis komparatif dengan negara lain yang memiliki 

kebijakan kewarganegaraan yang lebih progresif, guna mendapatkan wawasan yang lebih luas 

tentang praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. 
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